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Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang
mayoritas beragama |slam yang ingin bertransaksi secara halal menurut gjaran agama Islam. Berbeda
dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan
akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu
tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Permasalahan dalam tesisini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan
bagaimana penyel esaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang
Pegadaian Syariah Kramat.

Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data
sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh
mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara
kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadal syariah, akad ijarah
diterapkan sebagai sewatempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan
biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam
garan agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/111/2002
Tentang Rahn Emas.

Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-
kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang
gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus
wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada
prosedur penyelesaian sengketa sesuali dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku
sgjak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyel esaian wanprestasi dengan proses
lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jikaterjadi kerusakan barang
gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

...... Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the in Indonesian society, of which
members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic
teachings. Unlike the conventiona pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies
theijara contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods services through a payment of
rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems
examined in this thesis how theijara contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how
settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-
owned sharia pawnshop.
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Thisresearch isanormative juridical study through library research by reviewing secondary data derived
from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the
particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-
based pawning, the ijara contract applied referring to arent. The owner of the goods (rahin) rents the storage
of collateral (marhun), for which a certain fee is charged during the rahn contract progresses. Thisisin
accordance with Islamic principles and is also specified in National Sharia Council Edict No. 26/DSN-
MUI/111/2002 about Rahn of Gold.

Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: arahin fail to accomplish her obligations on due
time by not renewing the contract and some damage to collateral occurs while the particular collateral is still
in control of the murtahin. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the stateowned
sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance the Operational Guidelines of
Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults
settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should be any
damage to the collateral during the murtahin's hold, an amount of compensation will be provided in
accordance with the relevant regulations.



